
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR eoo. 1.3.s/ 8? /BUP-LK/fi|2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMO R 9OO. t .3.s I 29 I BUP -LI(. I t I 202 6 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG

KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimtrang a. bahwa dengan adanya Rotasi dan Mutasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor
9OO.1.3.5129 /BUP-LKIIl2026 tentang Pelimpahan
Wewenang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah teral<hir
dengan Undalg-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tefiang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4L, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapa.n
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O22 ter.ltarrg Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4L, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dal Tanggungjawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4L, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera
Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 151, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6966);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerab sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2O19 tentang
Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun
2a79 |-r*ntang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangal
Daerah;

10. Peraturan Daera-h Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2023 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(trmbaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2O22 Nomor 2);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025
Nomor 2);

1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor:
800.1.3.3/ 101/BKPSDM-LK/2026 perihal
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabaten
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor
900. 1.3.5/29 I BUP-L}( I I / 2026 tentang Pelimpahan
Wewenang Kekuasaan Pengelolaan Keualgan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota;

MEMUTUS$N:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR
9OO.t.3.5/29 /BUP-Lr./|/2026 TENTANG PELIMPAHAN
WEWENANG KEKUASAAN PENGEIOIA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Merubah Keputusaa Bupati Lima Puluh Kota Nomor
900.1.3.5/29lBUP-LKlll2O26 tentang Pelimpahan
Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota terkait materi lampiran
sebagaimana tercantum daiam lampiran yang merupakan
satu kesatnan yang utuh dengan Keputusan ini'

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
pelantikan.

ditetaokan di Sarilamak
pada ianggal 6 Febnreci 2026

PULUH KOTA,
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